BANJARBARU

Sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Teknis
Kegiatan Kelurahan yang Bersumber dari DAU
Tambahan




Dasar Dana Kelurahan:

1. Permendagri 130 /2018

2. Permenkeu 187/PMK.07/2018
3. Perwali 16/2019

4, NSPK



3 kunci utama

dalam DK:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan

5 intisari swakelola dalam DK:

U o> B9 =

Pemilihan Fasilitator
Pembentukan Ormas/KSM
Penyusunan RKM

Pelaksanaan Kegiatan Swakelola
Pertanggungjawaban

4 peran penting

dalam DK:

1. KPA/PPK

2. PPTK

3. Fasilitator
4. Ormas/KSM
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Langkah 1 :
1. Penentuan tipe swakelola (tipe Il atau V)
2. Penunjukan/penetapan fasilitator




Penunjukan Fasilitator.

Fasilitator yang mendampingi kegiatan sarana dan prasarana fisik (konstruksi) ditunjuk
oleh Lurah dengan kualifikasi: (1)mempunyai pengalaman di bidang teknis; (2) mengerti
cara membaca gambar dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB); (3)menguasai
aplikasi pengolah gambar sejenis AutoCAD dan perhitungan sederhana sejenis Microsoft
Excel; (4) mampu mendampingi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan mampu
mengawasi secara menyeluruh terhadap pekerjaan di lapangan; (5) mengerti tentang
pembukuan sederhana dan pembuatan laporan kas sederhana.

Sedangkan untuk fasilitator pemberdayaan: (1) mengerti tentang jenis kegiatan

pemberdayaan yang akan didampingi; (2) mengerti tentang pembukuan sederhana dan
pembuatan laporan kas sederhana.

Fasilitator yang ditunjuk bukan berprofesi sebagai PNS atau Tenaga Kontrak di lingkungan
manapun untuk menghindari konflik kepentingan.



Fasilitator kemudian ditetapkan melalui SK Lurah dan Lurah selaku PPK segera
melakukan perjanjian kerja dengan fasilitator (kontraktual)




CONTOH SK FASILITATOR

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
KELURAHAN KEMUNING

Kantor : J1. KartiniNe. 75 RT.021 RW.005 KelurahanKemuning Telp. (0511) 4777618

KEPUTUSAN LURAH KEMUNING
NOMOR:  TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN FASILITATOR
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
MELALUI DANA ALOKASI UMUM (DAU] TAMBAHAN TAHUN 2019
DI KELUFAHAN KEMUNING KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

LURAH KEMUNING

Megimbanzg ~ © & bahwa dalam rangka mempercepaf pe
di 59!}60&&1 Indonesia dan, unfik e
digandang

prasarana Kelurahan dan pemberdava.a.ﬂ masyarakat di

Kelurahan yang dibangun, melalul Dana plokasi Umum, (DAU)
Tambahan Tahun Anggaran 2019;

REREADAD.
dan prasarana kelusahan, dan, pemberdayaan masyarakat di
Heluzahan.

- Undang-Nadang Nomor 9 Tahun, 1999 tentang Pembentukan

Kafamarya Daerah Tingkat Il Banjarhary, (Lembaran Negara
Bepublic Indonesia Tghup 1999 Nomer 43, Tambghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar, 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Notmor 4438);

Undang:Undang Nomar, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tghup 2014
Hamor, 244, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia
mssarlssmmmmmmmmm
dengan, Undang:lndang, 9 Tshup 2015 tentang
Perubahan Kedua stas LIMJJM& pmer 23 Tahun
2014 tentang Emmmbm Daersh (lembasan Negara
Bepublik Indonesia Tghup 2015 Nomer 58, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nompor 5679);

ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

" Pemerintahan |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tshun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Bemerintab. Nemer 12 Tshup 2019 tzatage
Pengelolaan, Kenangan Daerah (Lembaran Negara Begublik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 42, Tambahsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 6322);

- Beraturan Presiden. Nomgr, 16 Tahwn 2018 tentage Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peruhahan
Karlua, 525 Peratwran Mentsrh Dalam Neger Nomar 13 Tahua
2006 fentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah (Berita



Langkah 2 :
1. Pembentukan dan Penatapan KSM/Ormas

2. Pembuatan kontrak dan lampirannya (RKM,
DED, RAB, Jadwal)




KSM/Ormas dibentuk berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan melibatkan warga
setempat dimana lokasi pekerjaan dilaksanakan dan beranggotakan tim yang akan
melaksanakan kegiatan swakelola nantinya. KSM/Ormas beranggotakan 7 unsur
seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Perencana, Seksi Pelaksana, Seksi
Pengawas dan Seksi Pengadaan.

Ketua dan Bendahara wajib memiliki NPWP pribadi sebagai dasar untuk pembuatan
NPWP KSM yang nantinya diperlukan dalam pembuatan rekening KSM/Ormas.
Dalam hal KSM/Ormas telah memiliki nomor rekening, hal ini tidak diperlukan lagi.
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CONTOH SK KSM

PEMERINTAHKOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
KELURAHAN KEMUNING

Kantor : J1. Kartini No. 75 RT. 021 RW.005 Kelurahan Kemuning Telp. (0511) 4777618

KEPUTUSAN LURAH KEMUNING

NOMOR: TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) “BATUARH"
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

KELURAHAN KEMUNING KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Menimbang

¢ a. bahwa dalam rangka mempercenat pemerataan RembAnEURaL

LURAH KEMUNING

di sgluruh, Indones1a, dan untuk. mﬁ;}gg@lmg nera

prasarana Kelurahan dan pemberdayaa N
Kelurahan yang dibangun melali, Dana Alokw@foum
Tambahan Tahun Anggaran 2019;

babwa herdasarkan Dasil kesepakaten wasvarakat tm
pelaksana swakelola bernama Kelompok Swadaye Masyarakat
“Batuah’ (KSM Batush) vang berkedudukan di Kelurahan
Kemuning Kecamatan Baniarhary Selatan Kota Banjarhary

bahwa berdasarkan pertimbansan sebagaimana dimaksud
bumf a dan huruf b perly, menstapkan Keputusan lusah.
Kemuning tentang Pembentukan Kelompok Swadava
Masyarakat (KSM) Kegiatan, Pembangunan Sarana dap

Prasarana Kehirahan dan  Pemherdavaan Masvarakat di

ol

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4438);

Undang:Undang Nomor, 23 Tahnn, 2014 tentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomer, 244, Tamhahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomgor, 5587) sehagaimana. telah diubab. heberapa kali terakhir
dengan, Undang:Undane Nomer 9 Tabun 2015 tentang
Perubahan Kedua Afas UndenegUndang Nemor 23 Tabun,
2014 tentang Pemeriniaban Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer, 5679);

Undang-Undang Nomeor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Pemerintab Nomor 12 Tabun 2019 tentang

Panaalalaan Wenanaan Naarah (Tamharan Naoara Famihlil



CONTOH MoU LURAH

BENTUEK NOTA KESEPAHAMAN SWAKELOLA TIPE IV

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

DAN KSM R

Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Perangkat Daerah (Selaku penanggung
jawab anggaran)
dan

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat (Selaku Pelaksana Swalkelola)

Pada hariini ___, tanggal  bertempat di ___, yang bertanda-tangan di bawah
ini :
1. Nama
Menteri/ Kepala Lembaga /Pimpinan
Perangkat Daerah
SK Jabatan No/tanggal (selaku PA /77 )
NIP,/NIK
Alamat Kantor

selanjutn: « diseb t sebag 1 . THA.  ERTAMA.

2. Nama
Pimpinan Kelompok Masyarakat
SK (Penetapan Polkkmas) No/tanggal
NIK
Alamat Kantor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun
ANgEATALL ........ merencanalkan kegiatan swalelola dengan pihalk kedua.

. PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi




CONTOH KONTRAK SWAKELOLA

BENTUK KONTRAK SWAKELOLA

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola
Pengadaan |nama Barang/Jaza)

Nomor:

KONTRAE SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya [selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di pada har
tanggal _ bulan tahun [t I, bulan dan tahun disi
dengan huruf] antara fnama FPejabat Pembuat Komitmen], selalou

Peajabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
[mama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], vang berkedudukan di
[alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan
[pejfabat yang menand, i SKE p taparn i PPK] No
[No. SK penetapan sebagai Fejabaf Pembuat FKomitmen],
selanjutnya disebut “PPK” dan

1. wuntuk Swakelola Tipe I, maka:
[rnama ketua tim pelaksanal, _ yang berkedudukan di
[alamat], berdasarkan kartu identitas No. [NIE], berdasarkan Surat

Keputusan [pejabat yang menandatangani SK p-etapan
sebagal ketua #im pelaksanal No N SK per tapan],
lanjutnya disebut "Pelak 1a Swakelsla”

-a3 -

2. wntuk Swakelola Tipe I, maka:
[rama Pimpinan Ormas atau yang dibert kuasal, _ yang
berkedudukan di Jalamat], berdasarkan karfu identitas No.
[NIE], berdasarkan Surat Keputusan [Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan yang menand i SK p pan sebagai
ketua tim pelak 1a] No [No. SK penetapan], selanjutnya

JE SN TP . P IR T




Lurah membuat
8/2018, dan dita
Rencana Kerj:
pelaksanaand

mat: Perka LKPP
erjanjian beserta
\B dan jadwal
gan Fasilitator)




CONTOH KONTRAK SWAKELOLA

BENTUK KONTRAK SWAKELOLA

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola
Pengadaan |nama Barang/Jaza)

Nomor:

KONTRAE SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya [selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di pada har
tanggal _ bulan tahun [t I, bulan dan tahun disi
dengan huruf] antara fnama FPejabat Pembuat Komitmen], selalou

Peajabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
[mama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], vang berkedudukan di
[alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan
[pejfabat yang menand, i SKE p taparn i PPK] No
[No. SK penetapan sebagai Fejabaf Pembuat FKomitmen],
selanjutnya disebut “PPK” dan

1. wuntuk Swakelola Tipe I, maka:
[rnama ketua tim pelaksanal, _ yang berkedudukan di
[alamat], berdasarkan kartu identitas No. [NIE], berdasarkan Surat

Keputusan [pejabat yang menandatangani SK p-etapan
sebagal ketua #im pelaksanal No N SK per tapan],
lanjutnya disebut "Pelak 1a Swakelsla”

-a3 -

2. wntuk Swakelola Tipe I, maka:
[rama Pimpinan Ormas atau yang dibert kuasal, _ yang
berkedudukan di Jalamat], berdasarkan karfu identitas No.
[NIE], berdasarkan Surat Keputusan [Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan yang menand i SK p pan sebagai
ketua tim pelak 1a] No [No. SK penetapan], selanjutnya

JE SN TP . P IR T




CONTOH KONTRAK SWAKELOLA

BENTUK KONTRAK SWAKELOLA

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola
Pengadaan |nama Barang/Jaza)

Nomor:

KONTRAE SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya [selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di pada har
tanggal _ bulan tahun [t I, bulan dan tahun disi
dengan huruf] antara fnama FPejabat Pembuat Komitmen], selalou

Peajabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
[mama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], vang berkedudukan di
[alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan
[pejfabat yang menand, i SKE p taparn i PPK] No
[No. SK penetapan sebagai Fejabaf Pembuat FKomitmen],
selanjutnya disebut “PPK” dan

1. wuntuk Swakelola Tipe I, maka:
[rnama ketua tim pelaksanal, _ yang berkedudukan di
[alamat], berdasarkan kartu identitas No. [NIE], berdasarkan Surat

Keputusan [pejabat yang menandatangani SK p-etapan
sebagal ketua #im pelaksanal No N SK per tapan],
lanjutnya disebut "Pelak 1a Swakelsla”

-a3 -

2. wntuk Swakelola Tipe I, maka:
[rama Pimpinan Ormas atau yang dibert kuasal, _ yang
berkedudukan di Jalamat], berdasarkan karfu identitas No.
[NIE], berdasarkan Surat Keputusan [Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan yang menand i SK p pan sebagai
ketua tim pelak 1a] No [No. SK penetapan], selanjutnya

JE SN TP . P IR T
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Dokumen RKM meliputi :

1. Pendahuluan
Latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran,
rincian kegiatan (jenis kegiatan, lokasi kegiatan dan
waktu pelaksanaan)

2. Profil Ioka5|

3. Ketersg&dlaan lahan dan bahan (luas lahan, kondisi
‘Iahan, _kepemilikan lahan, jenis dan jumlah bahan
material dan ketersediaan bahan material)

4”% Penen’Fuan calon pengguna (jumlah/nama calon

ncana Kerja Masyarakat (Rencana konstruksi,
-cana kontrlbu5| masyarakat, Rencana Operasional

R A‘&mnya Jawab Template Dokumen RKM:
- Risa-fasilitator Pemberdayaan Dinas
SN %‘ PUPR WA : 08115555140



Langkah 3 :

1. Pendampingan pertama oleh fasilitator
sebagai langkah awal persiapan pencairan
DK(pembuatan NPWP, pembukaan rekening,
pembuatan stempel)




Langkah 4 :
Pelaksanaan Swakelola
(Konstruksi/Pemberdayaan)




Langkah 5 :
Laporan Pertanggungjawaban (Laporan
Penggunaan Anggaran, Laporan Keuangan, &
Laporan Fisik)




1. Laporan Penggunaan Anggaran:
Mengacu pada Format Permendagri 130/2018

2. Laporan Keuangan:
BKU, Buku Bank, Buku Hari Orang Kerja, Buku Material, Rekap
Bulanan

3. Laporan Fisik:
Laporan Mingguan, Bulanan, Dokumentasi Fisik 0%, 50%, 100%

Tanya Jawab Template Laporan Keuangan:
Risa WA 08115555140,
Laporan Fisik: Rozi WA 082154161922-Supri WA 085248084878

s,




CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN
(Rujukan format: Permendagri 130/2018)

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

HOMOR 130 TAHUN 2018
TENTANG  KEGIATAN

DI KELURAHAN

FEMBANGUNAN
PRASBARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SARANA

DAN

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten/Kota
Kecamatan,Kode Wilsyah
Kelurahan [Kode Wilayakh
Semester

Tahun Anggaran

OUTPUT . REALISASI SISA TENAGA
ANGGARAN 9% CAPAIAN
NO URAIAN o KERJA DURASE LR KET
VOLUME | SATUAN (L] (Rpl iRp} . £ OUTPUT & [Hari} {Rpd
(1h 2 = 4 = 15 (71= 1517 i5) 5 197 =837 15)| [E] 411} 112 13) (14}
1 APembangunan Sarana dan
Frasarana Kelurahan
1. Kegiatan 1
O, Heglatan 2
; ‘
- 18 -
OUTPUT ARAN RRALISAR! EIET 35 CAEALAN TENAGA DURASI UPAH
WO URATAN % HERJA HET
VOLUME | SATUAN Rpt {Rpl Rpl % OUTPUT (Elari] R
{Orang)
g S - S

H.Femberdaynan  Maayerakat di
Kehirahan

1. Kegimtan 1 .
2. Kegiatan 2 ...

3. Dst.....

Jurnlah Totsl




FAQ
Frequently Asked Question



FAQ
Frequently Asked Question

Apakah Lurah bertindak sebagai PPK dan atau KPA?

Ya. Lurah bertindak sebagai PPK merangkap KPA yang akan melakukan kontrak kerjasama dengan
fasilitator dan KSM

Apakah ada pajak yang harus dihitung di dalam pelaksanaan fisik DK dan

berapa besarannya?

Ya. Pajak dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarannya biasanya
sejumlah 10% untuk PPN dan 2% untuk PPh

Apakah ada pajak yang harus dibayarkan oleh setiap fasilitator dan berapa
besarannya?

Ya. Setiap fasilitator dikenakan pajak sebesar 10%

Bagaimana proporsi material-upah-bahan-dan pengeluaran diluar konstruksi?
Bagaimana dengan pengeluaran non konstruksi? Biaya ini dicover darimana?

Tidak ada skema khusus yang mengatur proporsi upah-material/bahan dan pengeluaran non

konstruksi. Semuanya menyesuaikan. Khusus untuk pengeluaran non konstruksi seperti konsumsi
rapat dan ATK dicover melalui dana fasilitator.



FAQ
Frequently Asked Question

Apa dan bagaimana standar/acuan yang dipakai dalam pekerjaan konstruksi?

Standar dan mutu diharapkan menyesuaikan dengan standar/mutu yang telah ditetapkan SKPD
teknis terkait sehingga dihasilkan output yang seragam.

Apakah ada mekanisme yang mengatur agar uang yang masuk ke rekening
KSM/Ormas dapat dibelanjakan sesuai peruntukannya?

Lurah selaku PPK diharapkan melakukan perjanjian tertulis dengan KSM/Ormas mengenai
mekanisme pengambilan uang yang telah dicairkan per termin melalui rekening KSM

Bagaimana cara penentuan harga upah dan material? Apa dasarnya?

Penentuan upah pekerja/tukang diharapkan agar sesuai norma/aturan (misal diatas UMP atau
mengikuti Harga Satuan terstandar). Dan untuk harga material, diharapkan untuk mencari toko
material yang relatif murah dan agar dihitung berdasarkan harga dasar dan biaya
transportasi/angkut dari quarry sampai ke lokus.









